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ABSTRAK 

ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR INTERNAL 

PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN  

KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DELI SERDANG 

Nurul Fadhillah Nasution 

Program Studi Akuntansi 

Email: nurulfadhillahnasution@gmail.com 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran Inspektorat 

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta masih 

adanya hambatan dalam menjaga konsistensi kebijakan akuntansi dan keterbandi-

angan laporan keuangan antar periode. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan 

keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta mengindentifikasi faktor 

penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Sampel penelitian menggunakan purposive sampling 

dengan responden seluruh auditor yang relavan dalam fungsi pengawasan laporan 

keuangan pemerintahan. Data diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis 

menggunakan skala likert dengan perhitungan nilai rata-rata. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa peran Inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keu-

angan berada pada kategori sangat baik. Namun demikian, masih terdapat ham-

batan pada aspek konsistensi kebijakan akuntansi dan keterbandingan laporan 

keuangan antarperiode yang dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman, perubahan 

regulasi, serta keterbatasan pendampingan teknis. Hal ini menunjukkan perlunya 

penguatan peran Inspektorat agar kualitas laporan keuangan dapat lebih optimal 

dan berkelanjutan.  
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE INSPECTORATE AS THE GOVERNMENT'S 

INTERNAL AUDITOR IN IMPROVING THE QUALITY OF THE FINANCIAL  

REPORTS OF THE GOVERNMENT OF DELI SERDANG REGENCY 

Nurul Fadhillah Nasution 

Accounting Study Program 

Email: nurulfadhillahnasution@gmail.com 

 

The problem in this study is the suboptimal role of the Inspectorate in improving 

the quality of regional government financial reports and the persistence of obsta-

cles in maintaining consistency of accounting policies and comparability of finan-

cial reports between periods. This study aims to determine the role of the Inspec-

torate as an internal auditor in improving the quality of financial reports of the 

Deli Serdang Regency Government and identify the inhibiting factors encountered 

in the implementation. The type of research used is descriptive qualitative. The 

research sample used purposive sampling with respondents from all auditors rel-

evant to the function of overseeing government financial reports. Data were ob-

tained through questionnaires and analyzed using a Likert scale with the calcula-

tion of the average value. The results of this study indicate that the role of the In-

spectorate in improving the quality of financial reports is in the very good catego-

ry. However, there are still obstacles in the aspect of consistency of accounting 

policies and comparability of financial reports between periods influenced by dif-

ferences in understanding, regulatory changes, and limited technical assistance. 

This indicates the need to strengthen the role of the Inspectorate so that the quali-

ty of financial reports can be more optimal and sustainable. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bentuk tanggung jawab 

pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kepada masyarakat. 

Pemerintah di tingkat daerah dituntut untuk menyediakan laporan keuangan yang 

berkualitas, jelas, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan 

keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan pemerintah, 

tetapi juga menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik dan proses pengambilan 

keputusan Mardiasmo (2018). Dalam upaya menciptakan laporan keuangan yang 

berkualitas, keberadaan sistem pengendalian internal serta fungsi audit internal 

merupakan bagian yang sangat penting. Berdasarkan Teori Akuntabilitas, 

pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjelaskan 

pengelolaan keuangan kepada masyarakat Riyadi (2020). 

Audit internal di pemerintahan khususnya di Inspektorat, bertugas untuk 

memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan pera-

turan yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian 

internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, aparat pengawas di dalam pemerintah memiliki 

tanggung jawab untuk memberikan kepastian yang cukup mengenai ketaatan, 

efisiensi, serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Situmorang (2021) dari mengungkapkan bahwa peran Inspektorat yang efek-
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tif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan 

keuangan melalui proses evaluasi, review, dan 

bimbingan teknis kepada perangkat daerah. Ini menunjukkan bahwa keberadaan 

Inspektorat berfungsi tidak hanya sebagai pengawas, melainkan juga sebagai ja-

minan mutu (Quality Assurance) dan penasihat (Consultant) dalam penyusunan 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram LKPD Kabupaten Deli Serdang 

Sumber: Data Sekunder 

Tingkat Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dilihat dari opini au-

dit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 mendapat-

kan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera 

Utara. Opini (WDP) ini mengindikasikan adanya kelemahan material dalam pen-

yajian laporan keuangan yang memerlukan perbaikan serius, setelah itu 

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun ber-

turut-turut dari tahun 2018 hingga 2024. Namun, opini WTP tidak langsung 
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menunjukkan bahwa semua aspek pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. 

BPK dalam LHP masih menemukan sejumlah kelemahan yang signifikan pada 

sistem pengendalian internal serta pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Inspektorat sebagai auditor internal perlu 

diperkuat untuk mengurangi temuan yang sama yang dapat mempengaruhi kuali-

tas laporan keuangan. 

Temuan BPK menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas peran 

Inspektorat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan 

Provinsi Sumatera Utara, terdapat beberapa kelemahan sistem pengendalian intern 

dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

pengelolaan keuangan negara, sebagai berikut: 

1. Temuan Tahun 2022 

1) Data pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB 

P2) dan Pajak Sarang Burung Walet belum lengkap dan akurat 

2) Kekurangan volume 16 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan 

jaringan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi 

(SDABMBK) sebesar Rp804.409.754,62 

3) Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) belum tertib. 

2. Temuan Tahun 2023 

1) Penganggaran pendapatan pajak tidak terukur secara rasional serta terdapat 

defisit riil melebihi ketentuan yang mengakibatkan membebani keuangan 

daerah tahun berikutnya sebesar Rp193.598.418.289. 
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2) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tidak Sesuai Ketentuan yang mengaki-

batkan kelebihan pembayaran sebesar Rp608.350.412,00 

3) Pengelolaan kas pada 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum tertib 

yang mengakibatkan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah belum sepenuhnya tercapai. 

3. Temuan Tahun 2024 

1) Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah belum memadai yang mengakibatkan 

kehilangan kesempatan penerimaan pajak daerah dari BPHTB sebesar 

Rp5.430.642.654. dan potensi kekurangan penerimaan minimal atas PBJT 

restoran, PBJT hotel, PBJT kesenian dan hiburan serta Pajak MBLB tahun 

pajak 2024 sebesar Rp352.150.733. 

2) Kekurangan volume dan mutu atas 20 paket pekerjaan jalan, irigasi dan jarin-

gan pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) 

yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp777.565.518,72 dan 

potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp836.761.013. 

3) Kebijakan akuntansi yang memuat kebijakan berdasarkan PSAP Nomor 17 

tentang Properti Investasi belum ditetapkan dan pemanfaatan BMD belum 

sesuai ketentuan yang mengakibatkan entitas pelaporan dan akuntansi belum 

mempunyai pedoman yang rinci dalam pengelolaan keuangan dan penyusu-

nan laporan keuangan tentang 

Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian 

internal masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Berdasarkan COSO 

Framework (2013), kelemahan dalam pengendalian internal bisa timbul dari 
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lemahnya lingkungan pengendalian, minimnya aktivitas pengawasan, serta ren-

dahnya penilaian risiko. Siregar, Simanjuntak, & Lubis (2025) menyatakan bah-

wa: “ketidakefektifan pengendalian internal akan menyebabkan terjadinya 

kesalahan pencatatan, ketidaktepatan informasi akuntansi, serta meningkatnya 

potensi terjadinya penyimpangan.”. Selain itu, kurangnya pengawasan dari In-

spektorat terhadap pelaksanaan belanja modal dan pendapatan daerah mengaki-

batkan kesalahan dalam penganggaran, kekurangan volume, serta pembayaran 

yang berlebihan. 

Menurut Pakpahan, Murwaningsari, & Mayangsari (2022), kelemahan 

dalam sistem pengendalian intern akan berpengaruh langsung terhadap 

menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan temuan 

mereka, terdapat beberapa dampak/konsekuensi yang dapat muncul akibat 

lemahnya pengawasan internal, yaitu: 

1. Ketidakakuratan dalam pencatatan transaksi, sehingga informasi yang 

disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan yang 

sebenarnya. 

2. Terbukanya peluang terjadinya kesalahan pada proses pelaksanaan ang-

garan, seperti kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, atau 

potensi kerugian daerah. 

3. Perencanaan pendapatan daerah menjadi tidak efektif, misalnya proyeksi 

target pajak yang tidak rasional sehingga menimbulkan defisit anggaran 

yang berdampak pada tahun berikutnya. 
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4. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah rentan tidak sesuai ketentu-

an, termasuk ketidaktepatan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan fisik 

maupun nonfisik yang berakhir pada terjadinya pemborosan anggaran. 

5. Kualitas laporan keuangan secara keseluruhan menurun karena informasi 

yang disajikan tidak lagi dapat menjadi dasar pertimbangan yang andal bagi 

pengambilan keputusan. 

6. Tingkat risiko penyimpangan juga meningkat, sebab lemahnya kontrol in-

ternal mengurangi kemampuan sistem untuk mendeteksi ketidakpatuhan 

atau potensi fraud pada tahap awal. 

Setelah menguraikan hasil temuan BPK mengenai kelemahan pengen-

dalian internal di Kabupaten Deli Serdang, sangat penting untuk membanding-

kan rekomendasi dari BPK dengan catatan hasil review dari Inspektorat. BPK 

menyampaikan saran perbaikan melalui audit eksternal, sedangkan Inspektorat 

memberikan catatan hasil riview sebagai bagian dari pengawasan internal di 

pemerintah daerah. Perbandingan ini berguna untuk mengetahui apakah isu yang 

diidentifikasi oleh BPK juga terdeteksi oleh Inspektorat, apakah ada perbedaan 

dalam fokus pengawasan, serta apakah kelemahan yang sama terus muncul se-

tiap tahun. Oleh karena itu, tabel berikut disediakan untuk memberikan pema-

haman mengenai kesesuaian dan perbedaan perhatian antara BPK dan In-

spektorat dalam usaha meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Deli Serdang. 

Penyajian ini juga berguna untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan (GAP) 

dalam pengawasan yang masih ada dan memperkuat urgensi penelitian ini. 
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Tabel 1.1 

Tabel Perbandingan Rekomendasi BPK dengan Laporan Hasil Reviu In-

spektorat atas LKPD Kabupaten Deli Serdang 
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Tahun Rekomendasi BPK (Eksternal) Catatan Reviu Inspektorat (Internal) 

2022 1. Penertiban status lahan sekolah dan 

puskesmas yang berada di kawasan 

hutan. 

2. Pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi 

(TGR) oleh Sekda/TGR. 

3. Optimalisasi pendapatan daerah me-

lalui: 

a) Pemeriksaan PBB-P2 atas 28 bidang 

KIM. 

b) Pendataan usaha sarang burung 

walet. 

c) Koordinasi dengan Karantina Per-

tanian mengenai data produksi 

walet. 

4. Pengawasan pekerjaan fisik: 

a) Peningkatan kecermatan 

PPK/PPTK/pengawas. 

b) Pemrosesan kelebihan pembayaran 

Rp37 juta. 

c) Pemrosesan potensi kelebihan pem-

bayaran Rp668 juta. 

5. Memerintahkan Kepala Badan Keu-

angan dan Aset Daerah (BKAD) 

selaku pejabat penatausahaan barang 

untuk mengkaji alternatif perolehan 

aset tanah sekolah dan puskesmas 

pada tanah eks HGU PTPN II dan 

PT KAI, atau mengoordinasikan 

penganggaran ganti rugi secara ber-

tahap 

6. Sertifikasi tanah sekolah & pusk-

esmas melalui koordinasi Dinas 

Pendidikan/Kesehatan dengan desa 

1. Terdapat selisih pendapatan transfer 

pusat di LRA antara saldo Audited 2021 

dengan saldo 2021 yang disajikan pada 

laporan keuangan tahun 2022 

2. Terdapat selisih penyajian aset tetap 

3. Terdapat penyajian pada pos KDP yang 

belum di dukung addendum sebesar Rp 

4.610.486.371 

4. Terdapat selisih belanja modal aset 

lainnya dengan aset tidak berwujud 

senilai Rp 1.135.077.600 

5. Terdapat kesalahan pencatatan mutasi 

utang pada Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang. 

6. Terdapat selisih antara beban amortisasi 

dengan pertambahan akumulasi penyusu-

tan neraca. 

2023 1. Penganggaran pajak daerah harus 

lebih rasional berdasarkan analisis 

capaian sebelumnya. 

2. Penyusunan anggaran pajak oleh 

Bapenda harus lebih cermat. 

3. Pemrosesan kelebihan pembayaran 

Sekretariat DPRD sebesar Rp608 

1. Terdapat kekurangan penyajian nilai 

persediaan sebesar Rp8.389.838.000 

2. Terdapat penyajian nilai aset tanah sebe-

sar Rp14.598.308.000,00 tidak dilengka-

pi dengan dokumen sumber yang me-
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Sumber : Data Sekunder 

Berdasarkan analisis perbandingan antara rekomendasi dari BPK dan hasil 

review Inspektorat, dapat dilihat bahwa keduanya berada pada area yang sama 

memperlihatkan kelemahan dalam pengendalian internal di Pemerintah Kabupaten 

Deli Serdang, terutama dalam hal pengelolaan aset, pengeluaran modal, serta pen-

catatan dan rekonsiliasi laporan keuangan. Namun, temuan dari Inspektorat lebih 

condong untuk menyoroti ketidakakuratan dalam penyajian dan kesalahan dalam 

pencatatan saat menyusun LKPD. Sementara itu, rekomendasi dari BPK lebih 

menekankan pada tindakan perbaikan yang segera, termasuk pengembalian 

juta. 

4. Penguatan elektronifikasi transaksi 

(TP2DD). 

5. Pengusulan perjanjian kerja sama 

rekening PAUD & kesetaraan 

dengan Bank Sumut. 

6. Penyetoran PPN dan PPh oleh ben-

dahara sekolah sebesar Rp487 juta. 

madai. 

3. Terdapat Kelebihan penyajian utang bel-

anja sebesar Rp3.339.385.680,50 

4. Terdapat Kekurangan penyajian Utang 

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar 

Rp3.061.489.496,00. 

5. Terdapat kelebihan penyajian Beban LO 

sebesar Rp12.908.106.599,50 

 

2024 
1. Pemrosesan kekurangan penerimaan 

pajak: 

a) BPHTB Rp5,4 miliar. 

b) Pajak restoran, hotel, hiburan, 

MBLB minimal Rp352 juta. 

2. Pemrosesan permasalahan proyek 

fisik: 

a) Kekurangan volume & mutu Rp777 

juta. 

b) Potensi kelebihan pembayaran 

Rp836 juta. 

3. Pemutakhiran kebijakan akuntansi 

sesuai SAP dan pengaturan pem-

anfaatan BMD. 

1. Terdapat kekurangan penyajian Piutang 

lainnya sebesar Rp2.051.540.000. 

2. Terdapat kekurangan penyajian nilai 

persediaan sebesar Rp8.648.420.000. 

3. Terdapat kelebihan penyajian utang bel-

anja sebesar Rp1.241.794.053. 

4. Terdapat kekurangan penyajian ekuitas 

dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebe-

sar Rp89.378.929.652. 
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kelebihan pembayaran, penagihan atas kekurangan penerimaan, dan peningkatan 

pengelolaan di beberapa OPD tertentu. Analisis ini menunjukkan adanya kesen-

jangan (GAP) antara hasil review Inspektorat yang bersifat administratif akuntansi 

dan rekomendasi dari BPK yang lebih mengarah pada tindakan konkret, 

sehingga kesenjangan antara fungsi pengawasan internal dan capaian perbaikan 

yang diharapkan. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan efektivitas In-

spektorat dalam melakukan reviu, pemantauan, dan memastikan tindak lanjut per-

baikan benar-benar dilaksanakan oleh OPD terkait. Sejalan dengan temuan Hu-

tabarat & Lubis (2021) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah 

sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan internal, terutama pada tahapan 

pencatatan, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. 

Meskipun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mendapatkan 

penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP), pencapaian ini belum sepenuhnya 

mencerminkan kekuatan sistem pengendalian internal yang ada. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya berbagai kelemahan yang masih diidentifikasi oleh BPK, sep-

erti kekurangan dalam volume pekerjaan, pembayaran yang berlebihan, isu dalam 

perencanaan atau ketidakketepatan penganggaran, serta pengelolaan pendapatan 

daerah yang belum optimal. Situasi ini menunjukkan terdapatnya perbedaan anta-

ra kualitas penyajian laporan keuangan dan efisiensi sistem pengawasan internal. 

Dalam hal ini, peran Inspektorat menjadi sangat penting, karena sebagai auditor 

internal untuk pemerintah daerah, Inspektorat seharusnya mampu mengidentifi-

kasi, mencegah, dan mengurangi temuan-temuan tersebut sebelum audit eksternal 

dilakukan. Dengan demikian, keberadaan temuan yang sama yang muncul di ta-

hun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa pengawasan internal belum berfungsi 
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dengan baik, sehingga perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi Inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keu-

angan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis tertarik 

untuk menganalisis secara lebih mendalam peranan Inspektorat sebagai auditor 

internal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Peranan ini mencakup fungsi eval-

uasi, rekomendasi, dan pengawasan terhadap laporan keuangan daerah. Diharap-

kan dengan peranan yang optimal, Inspektorat dapat memastikan laporan keu-

angan disajikan dengan kualitas yang baik dan wajar, sehingga mampu melewati 

proses pemeriksaan BPK secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: 

“Analisis Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintahan dalam 

Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Ser-

dang”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Meskipun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah meraih opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, masih terdapat temuan-temuan audit 

yang mengindikasikan perlunya analisis lebih lanjut terhadap peranan In-

spektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keu-

angan. 
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2. Terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor 

penghambat yang memengaruhi peranan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang 

dalam menjalankan fungsi pengawasan internalnya. 

1.3 Batasan Masalah  

Untuk menjadi fokus pada penelitian, batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Penulis hanya akan berfokus pada analisis peranan Inspektorat Pemerintah 

Kabupaten Deli Serdang . Peranan dibatasi pada fungsi auditor internal yang 

berkaitan langsung dengan kualitas laporan keuangan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peranan Inspektorat sebagai auditor internal untuk menjalankan 

fungsi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kabu-

paten Deli Serdang ? 

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat sebagai 

auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan 

Kabupaten Deli Serdang ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis peranan instansi Badan Inspektorat sebagai auditor inter-

nal untuk menjalankan fungsi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. 
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2. Untuk menganalisis faktor yang menghambat Inspektorat sebagai auditor in-

ternal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten 

Deli Serdang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini secara teoritis maupun prak-

tis adalah sebagai berikut : 

1. Kemanfataan Teoritis 

a. Memberikan kontribusi pada ilmu akuntansi pemeriksaan tentang peran In-

spektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

b. Menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang. 

2. Kemanfataan Praktis 

a. Memberikan masukan untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pengawasan. 

b. Memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan tata kelola keuangan yang 

baik (good governance). 

c. Menambah literatur ilmiah terkait peran auditor internal pemerintah 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Audit Internal 

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal 

Audit internal secara umum merupakan bagian integral dari sistem pen-

gendalian internal organisasi yang berfungsi memastikan tercapainya tujuan 

secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bhakti dan 

Widodo (2024) menjelaskan bahwa audit internal tidak hanya berperan dalam 

menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi, tetapi juga ber-

fungsi untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi risiko, memperkuat 

pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan 

demikian, audit internal dapat dikatakan sebagai mekanisme strategis yang mem-

berikan nilai tambah bagi organisasi melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan 

terhadap efektivitas sistem pengendalian dan tata kelola yang diterapkan Bhakti et 

al (2024). 

Dalam konteks pemerintahan, fungsi audit internal dijalankan oleh unit 

pengawasan internal seperti inspektorat yang memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. 

Fakih, Rahman, & Yuliani (2024) menegaskan bahwa inspektorat memiliki peran 

penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (fraud) melalui kegiatan 

pembinaan, supervisi, dan pemeriksaan berkala terhadap perangkat daerah. Fungsi 

ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga diarahkan untuk 
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memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan keandalan laporan keu-

angan pemerintah daerah. Dengan demikian, audit internal yang dilakukan oleh 

inspektorat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah Fakih et al (2024). 

2.1.1.2 Peran Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintah 

Inspektorat di tingkat daerah merupakan Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) yang memiliki peran krusial dan strategis dalam ekosistem 

pemerintahan daerah. Institusi ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) dan bertugas memastikan akuntabilitas serta 

efektivitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 

berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rencana yang telah 

ditetapkan. Peran Inspektorat meluas dari sekadar fungsi pengawasan tradisional 

(audit kepatuhan) hingga fungsi modern yang bersifat konsultatif, yang mana 

secara esensial bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mencapai 

tujuan-tujuan organisasinya, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance). 

Peran Inspektorat sebagai auditor internal adalah faktor penentu dalam 

meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kualitas 

LKPD ini tidak hanya mencakup kesesuaian dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP), namun juga efektivitas sistem pengendalian internal, yang 

secara keseluruhan sangat menentukan opini kewajaran yang diberikan oleh Ba-

dan Pemeriksa Keuangan (BPK). Inspektorat berfungsi sebagai ‘mata dan telinga’ 

Kepala Daerah, yang harus memastikan semua Unit Kerja berada pada jalur yang 

benar, meminimalkan risiko, dan memperbaiki kelemahan sebelum diaudit oleh 
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pihak eksternal. Peran strategis ini, yang diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP), mencakup pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan 

yang harus dijalankan secara independen dan objektif. 

Secara garis besar, peran Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah 

daerah meliputi fungsi-fungsi utama sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan Audit Kinerja dan Kepatuhan  

Inspektorat melaksanakan berbagai jenis audit, termasuk audit kinerja, au-

dit dengan tujuan tertentu (ATN), dan audit kepatuhan (ketaatan). Pelaksanaan 

audit ini memiliki dampak langsung pada kualitas LKPD karena bertugas me-

meriksa kesesuaian pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, dan pelaksa-

naan program pembangunan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Peran pengawasan melalui audit internal telah dilaksanakan dengan baik 

di Inspektorat, meskipun terdapat beberapa kendala. Audit ini memastikan bahwa 

transaksi dicatat secara akurat, sah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 

pemerintah. 

2. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  

Fungsi reviu ini adalah salah satu peran preventif paling krusial. In-

spektorat wajib melaksanakan reviu atas LKPD sebelum laporan tersebut dis-

erahkan kepada BPK. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai 

bahwa LKPD telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peningkatan kualitas reviu LKPD 

yang dilakukan Inspektorat berkorelasi negatif dengan jumlah temuan pemerik-

saan BPK Dwi Windarsih & Irwan Taufiq Ritonga (2017). Artinya, semakin baik 
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kualitas reviu oleh Inspektorat, semakin sedikit temuan yang dihasilkan oleh BPK, 

yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada pencapaian opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). 

3. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

(SPIP)  

Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan (monitoring) 

terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP sendiri, 

guna memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti secara efektif. Selain itu, In-

spektorat bertugas mengevaluasi efektivitas SPIP pada seluruh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD). SPIP yang efektif adalah fondasi utama bagi kualitas 

laporan keuangan. Peran Inspektorat dalam memonitor dan memperbaiki SPIP 

adalah kunci untuk mencegah berulangnya temuan, sekaligus memperkuat sistem 

tata kelola di lingkungan pemerintah daerah. 

4. Pemberian Konsultasi (Consulting Services)  

Peran ini mencerminkan evolusi auditor internal dari watchdog menjadi 

partner. Inspektorat bertindak sebagai konsultan internal yang memberikan sa-

ran, asistensi, dan pembinaan kepada manajemen (SKPD) terkait perbaikan sis-

tem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola. Layanan kon-

sultasi ini bersifat proaktif dan membantu manajemen dalam mengidentifikasi 

serta memperbaiki kelemahan operasional dan pengendalian sebelum menjadi 

masalah yang signifikan, sehingga meningkatkan nilai tambah bagi organisasi 

secara keseluruhan. 

5. Pencegahan Kecurangan (Fraud) dan Penguatan Integritas  
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Inspektorat turut serta dalam upaya pencegahan praktik kecurangan 

(fraud) dan korupsi melalui audit investigatif (jika diperlukan) dan penguatan in-

tegritas di lingkungan pemerintahan daerah. Peran ini ditekankan untuk mencip-

takan iklim kerja yang transparan dan akuntabel. Dengan berfokus pada 

pencegahan, Inspektorat membantu memelihara aset negara dan meminimalkan 

kerugian keuangan daerah, yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai 

kualitas laporan keuangan yang andal dan terpercaya. 

2.1.1.3 Standar Profesional Auditor Internal 

Standar Profesi Audit Internal merupakan kerangka kerja yang harus 

dipatuhi oleh auditor internal dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung ja-

wabnya. Kepatuhan terhadap standar ini adalah indikator kunci dari profesional-

isme dan kualitas audit yang dihasilkan. Standar profesi ini berfungsi untuk mem-

berikan pedoman dasar dalam pelaksanaan fungsi audit internal, meningkatkan 

nilai tambah auditor, dan menegaskan peran pentingnya dalam tata kelola organ-

isasi. 

Standar Audit Internal yang berlaku secara internasional diterbitkan oleh 

The Institute of Internal Auditors (IIA), yang dikenal sebagai International Profes-

sional Practices Framework (IPPF). Kerangka ini mencakup Definition of Internal 

Auditing, Code of Ethics, dan International Standards for the Professional Prac-

tice of Internal Auditing (Standar). Standar ini secara umum terbagi menjadi dua 

kategori utama, yaitu: 

1. Standar Atribut (Attribute Standards)  
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Berfokus pada karakteristik entitas dan individu yang melakukan kegiatan au-

dit internal, seperti independensi, objektivitas, kemahiran, dan kecermatan 

profesional. 

 

 

2. Standar Kinerja (Performance Standards)  

Menggambarkan sifat kegiatan audit internal dan memberikan kriteria untuk 

mengukur kinerja, seperti pengelolaan fungsi audit internal, sifat pekerjaan, 

perencanaan perikatan, hingga komunikasi dan tindak lanjut. 

Penerapan standar profesional ini diyakini memiliki korelasi yang erat 

dengan kualitas audit internal. Menurut Ratri & Bernawati (2020), kepatuhan da-

lam penerapan Standar Atribut dan Standar Kinerja audit internal adalah fitur 

penting yang dapat menunjukkan kualitas audit internal. Kepatuhan auditor inter-

nal terhadap standar profesional dapat memberikan manfaat bagi organisasi, tidak 

hanya untuk mencapai tujuan, tetapi juga dapat mencerminkan reputasi yang baik 

dan meningkatkan kualitas audit internal Ratri & Bernawati (2020). Oleh karena 

itu, bagi Inspektorat sebagai APIP, kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku 

(misalnya Standar Audit APIP) adalah prasyarat untuk memastikan bahwa 

pengawasan internal yang dilakukan memiliki kredibilitas dan dampak positif 

yang maksimal terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 

2.1.1.4 Tahap-tahap Audit Internal  

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang didirikan dalam suatu 

organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi sebagai suatu 



20 
 

 
 

jasa bagi organisasi. Untuk melaksanakan tugas ini secara efektif, terdapat tahap-

tahap pelaksanaan audit internal yang sistematis. 

Menurut Tunggal (2012, hal. 120), pelaksanaan audit internal dapat dibagi 

menjadi beberapa tahap yang sistematis. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

1) Audit Perencanaan dan Analisis resiko (Audit Planning and Risk Analy-

sis)  

Dalam tahap ini proses audit memfokuskan perencanaan bahwa apa yang seha-

rusnya dilakukan, dimana, dan kapan dilakukan. Adapun poin penting dalam 

tahap ini adalah menganalisis penilaian audit, mengumpulkan fakta tentang 

wilayah audit, analisis risiko kinerja, mengidentifikasi bukti audit, menuliskan 

secara detail objek yang diaudit, mengembangkan program kerja audit, menen-

tukan jadwal serta membagi pekerjaan kepada staf. 

2) Survei pendahuluan (Preliminary Survey)  

Dalam tahap ini seorang auditor menentukan segala aspek terhadap wilayah au-

dit yang terdiri dari program, fungsi, entitas atau yang diaudit. Poin penting da-

lam tahap ini yaitu: mengetahui latar belakang informasi, menelusuri wilayah 

aktivitas, menentukan segala kemungkinan alasan dan dokumentasi, dan 

menggunakan hasil survey secara efektif. 

3) Audit Kerja Lapangan (Audit Field Work)  

Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam 

membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang 



21 
 

 
 

wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi sis-

tem pengendalian internal, serta mendesain tes audit. 

4) Temuan Audit dan Rekomendasi (udit Finding danRecommendation) 

Adanya temuan merupakan pernyataan dari kondisi yang menyatakan 

suatu fakta. Temuan audit yang baik tergantung pada kualitas kerja lapangan 

seorang auditor dan dilengkapi dengan kertas kerja. Terdapat tiga poin pent-

ing dalam tahap ini:  

a. mengembangkan temuan audit 

b. mendokumentasikan temuan audit  

c. dan melakukan penutupan (closing) 

5) Pelaporan (Reporting)  

Reporting merupakan bagian yang terpenting dalam tahap proses audit 

internal. Banyak yang mampu menulis sebuah report, tetapi tidak satupun 

yang mampu menulisnya dengan benar. Empat poin penting dalam tahap ini:  

a. outline report 

b. menulis draft awal 

c. mengedit draft  

d. dan menuliskan final report 

6) Menindaklanjuti (Follow Up) 

Dalam tahap ini dilakukan pengoreksian terhadap kontrol yang lemah yang 

telah diidentifikasi oleh internal audit dan dilaporkan kepada manajemen. 

Ada dua hal penting pada tahap ini: kebutuhan akan follow up atau tindak 

lanjut dan melakukan tindak lanjut terhadap audit. 
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2.1.2 Jaminan Kualitas (Quality Assurance)  

Jaminan Kualitas (Quality Assurance)  dalam konteks pemeriksaan dan 

audit internal pemerintah adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan aktivitas 

yang ditujukan untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan 

standar profesional, memadai dari segi metode, serta metodologinya dapat dian-

dalkan, dan dapat menghasilkan bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan 

audit. Jaminan mutu mencakup pengaturan sistem kontrol kualitas dalam organ-

isasi audit (termasuk standar teknis, pengawasan, tinjauan terhadap pekerjaan, 

pelatihan auditor, dan mekanisme umpan balik) sehingga hasil audit  seperti 

laporan pemeriksaan dan rekomendasi dapat dipercaya oleh para pemangku 

kepentingan. Konsep ini sangat penting karena kualitas audit internal pemerintah 

berpengaruh langsung terhadap kepercayaan laporan keuangan daerah dan akunt-

abilitas pengelolaan keuangan publik Rajafi et al (2024). 

Penelitian Lesmana (2011) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi 

yang dijalankan secara efektif menjadi salah satu aspek yang menentukan jaminan 

kualitas dalam kegiatan audit karena dapat meminimalkan risiko kesalahan serta 

memastikan kesesuaian proses audit dengan standar. 

2.1.2.1 Standar Audit Yang di Terapkan 

Proses penjaminan kualitas audit di instansi pemerintah daerah melibatkan 

penerapan standar audit yang disepakati, sebagai dasar untuk menjamin bahwa 

pemeriksaan dilakukan dengan cara yang sistematis, cukup, dan relevan. Standar 

ini mencakup :  

1. Pedoman profesional bagi auditor 

2. Standar audit internal pemerintah (APIP) 
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3. Aturan pengendalian internal pemerintah 

4. Ketentuan akuntansi untuk pemerintahan (SAP) 

Dengan penerapan standar audit yang sesuai, lembaga auditor internal atau 

inspektorat dapat melaksanakan serangkaian aktivitas mulai dari perencanaan au-

dit, pelaksanaan pengujian kepatuhan dan substansi, hingga pelaporan hasil secara 

efisien. Sebagai contoh Lubis & Meutia (2019) menunjukkan bahwa keterampilan 

auditor dan etika profesi yang tinggi, yang merupakan bagian dari standar profe-

sional audit, memberi dampak signifikan terhadap kualitas audit di inspektorat 

pemerintah daerah.Standar audit juga menjamin bahwa audit memiliki karakteris-

tik seperti independensi (kebebasan), objektivitas, bukti yang memadai, dokumen-

tasi yang cukup, serta pelaporan yang jelas. Dengan kata lain, standar audit bukan 

hanya sekadar aturan formal, tetapi merupakan alat penting untuk meningkatkan 

keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. 

2.1.2.2 Independensi Auditor 

Independensi auditor internal (atau auditor yang beroperasi di bawah unit 

pengawasan internal seperti inspektorat) adalah elemen penting dalam jaminan 

kualitas. Auditor yang memiliki independensi baik secara struktural maupun 

psikologis dapat memberikan opini dan temuan tanpa adanya pengaruh dari pihak 

yang diaudit. Dengan terjaganya independensi, rekomendasi hasil audit lebih 

cenderung untuk diimplementasikan, dan hasil audit biasanya berdampak positif 

dalam perbaikan sistem dan laporan keuangan. Astuty (2016) menekankan bahwa 

fungsi auditor internal dan sistem kontrol internal dalam pengelolaan pemerinta-

han yang baik sangat terkait dengan sejauh mana auditor memiliki kebebasan dan 

adanya mekanisme pengawasan yang hendaknya mendukungrnya. 
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Dalam konteks pemerintahan daerah, apabila auditor internal atau in-

spektorat tidak memiliki independensinya (misalnya akibat tekanan politik lokal 

atau hubungan kepegawaian dengan unit yang diperiksa), maka efektivitas audit 

akan menurun temuan audit mungkin tidak menyeluruh dan tindak lanjut rek-

omendasi bisa terhambat.  

Beberapa faktor yang mendukung independensi auditor internal, yaitu : 

1. Kompetensi Auditor Internal 

Auditor yang memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional yang me-

madai mampu menjalankan audit secara objektif. Kompetensi ini mencakup 

kemampuan teknis audit, pemahaman standar, serta pengalaman yang relevan 

sehingga auditor dapat menilai risiko dan menemukan penyimpangan tanpa 

terpengaruh tekanan eksternal. 

2. Dukungan Regulsi dan Kebijakan Perusahaan 

Kebijakan perusahaan yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan 

kewenangan auditor internal membantu menjaga independensi. Regulasi ini 

termasuk pedoman audit, kode etik, dan standar operasional yang mengatur 

jalannya audit internal. 

3. Kebebasan dari Tekanan Manajemen 

Auditor internal yang tidak mengalami campur tangan atau tekanan dari ma-

najemen cenderung dapat membuat penilaian dan laporan audit secara objek-

tif. Tekanan manajemen yang rendah memungkinkan auditor untuk fokus pa-

da temuan audit dan rekomendasi yang profesional. 

4. Dukungan Pimpinan 
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Dukungan dari pimpinan dalam proses audit memperkuat posisi auditor inter-

nal. Auditor yang mendapatkan dukungan penuh dari komite audit atau pim-

pinan tertinggi dapat melaporkan temuan audit dengan lebih kredibel dan 

bebas dari intimidasi. 

2.1.2.3 Pengujian Kepatuhan dan Substantif 

Jaminan kualitas dalam audit dilakukan melalui pengujian yang memadai, 

yang mencakup pengujian kepatuhan maupun pengujian substantif.  Pengujian 

kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa entitas telah memenuhi berbagai 

regulasi, standar akuntansi yang berlaku, dan prosedur pengendalian internal.  

Sementara itu, pengujian substantif mencakup analisis rinci terhadap 

transaksi finansial, saldo rekening, serta pengungkapan dalam laporan keuangan 

untuk menilai kewajaran penyajiannya. Dalam studi yang dilakukan oleh Hafsah 

et al (2017) terungkap bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal, 

termasuk sistem akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, menjadi salah satu 

faktor penghambat utama bagi kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah. 

Oleh karena itu, auditor internal (inspektorat) harus memastikan bahwa 

prosedur pengujian dirancang dan dilaksanakan secara tepat, bukti audit diakumu-

lasi dengan cukup, dan dokumen audit tersusun secara lengkap. Semua langkah 

ini merupakan bagian dari jaminan mutu audit yang pada akhirnya mendukung 

kualitas laporan keuangan. 

2.1.3 Konsultasi Jaminan (Consulting Assurance) 

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mem-

iliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance) melalui kegiatan pengawasan, pemberian jaminan (assur-
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ance), dan konsultasi (consulting). Peran assurance dilakukan dengan cara mem-

berikan keyakinan objektif bahwa proses penyusunan laporan keuangan telah 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern ber-

jalan efektif. Sementara itu, peran konsultasi dilakukan melalui pemberian saran, 

rekomendasi, serta pendampingan kepada perangkat daerah untuk memperbaiki 

kelemahan sistem dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. 

Kedua peran ini menjadikan Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai 

pengawas yang menilai kepatuhan, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi mana-

jemen dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah Wicaksono (2019). 

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan Inspektorat 

dalam menjalankan fungsi assurance dan consulting berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena mampu 

meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan keandalan informasi keu-

angan Dwiyana et al (2019). 

Dengan demikian, implementasi peran ganda Inspektorat melalui kegiatan 

jaminan dan konsultasi merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya 

laporan keuangan yang transparan dan akuntabel 

2.1.3.1 Peran Inspektorat Auditor Internal Dalam Konsultasi Jaminan 

Inspektorat adalah lembaga Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang 

bertugas sebagai auditor internal di lingkungan pemerintahan. Dalam 

melaksanakan fungsinya, inspektorat memiliki beberapa bentuk peran sebagai au-

ditor internal dalam konsultasi jaminan, yaitu: 

1. Audit Kinerja (Performance Audit) 
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Menilai apakah kegiatan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara 

ekonomis, efisien, dan efektif. Tujuannya agar sumber daya publik digunakan 

secara optimal. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 

Memastikan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah telah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

3. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Sebelum laporan keuangan diserahkan ke BPK, Inspektorat melakukan reviu 

internal untuk menjamin keandalan data, ketepatan klasifikasi akun, serta pen-

yajian yang sesuai SAP. 

4. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Intern 

Inspektorat menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

dan memberikan assurance terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

2.1.4 Indikator Kualitas Audit Pemerintah 

Kualitas audit di tingkat pemerintah daerah dapat dinilai melalui beberapa 

indikator yang menggambarkan bagaimana proses audit dilaksanakan dan dam-

paknya terhadap laporan serta pengelolaan keuangan daerah. Indikator-indikator 

umum terdiri dari: opini audit dari pihak eksternal (seperti Badan Pemeriksa Keu-

angan Republik Indonesia), tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi audit in-

ternal, sistem pengendalian dalam pemerintahan daerah, tingkat kepatuhan ter-

hadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta frekuensi dan luas pengujian 

audit. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Meutia (2019) mengungkapkan 

bahwa keterampilan auditor dan etika profesional yang baik berpengaruh pada 

kualitas audit, yang dapat diartikan sebagai indikator bagi auditor internal. 
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2.1.4.1 Review atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Salah satu indikator penting untuk menilai kualitas audit pemerintah ada-

lah seberapa efektif "tinjauan" yang dilakukan terhadap laporan keuangan 

pemerintah daerah (LKPD). Tinjauan ini bisa dilakukan oleh auditor internal atau 

inspektorat serta auditor eksternal. Aspek-aspek dari tinjauan mencakup: lingkup 

pemeriksaan, kualitas temuan, kecepatan dalam menindaklanjuti rekomendasi, 

dan pendapat auditor eksternal setelah tinjauan. Misalnya, penelitian yang dil-

akukan oleh Ramdhansyah et al (2017) menunjukkan bahwa kelemahan dalam 

pengendalian internal (yang merupakan salah satu komponen dari tinjauan) 

berhubungan dengan rendahnya kualitas LKPD di pemerintah daerah Provinsi 

Sumatera Utara. 

Secara praktis, di Kabupaten Deli Serdang, indikator tinjauan dapat diukur 

melalui: jumlah serta jenis temuan dari Inspektorat, persentase rekomendasi yang 

dilaksanakan, perubahan pendapat dari auditor eksternal dari tahun ke tahun, dan 

perbaikan terhadap sistem pengendalian internal serta akuntansi yang dilakukan 

sebagai tanggapan terhadap tinjauan tersebut. Dengan cara ini, tinjauan terhadap 

LKPD menjadi ukuran yang penting dalam kajian Anda untuk menilai peran in-

spektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

2.2  Penelitian Terdahulu  

Menurut Eka Maulana (2021), melalui studi kualitatif yang dilakukan di 

Kabupaten Pinrang, Inspektorat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ca-

paian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah daerah 

selama tujuh tahun berturut-turut. Kontribusi ini diwujudkan melalui serangkaian 

fungsi, mulai dari pengawasan audit kinerja, review Laporan Keuangan 
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Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 

pemantauan, evaluasi, hingga pembinaan dan konsultasi kepada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD)  

Menurut Kesuma Puja Lestari, Afrah Junita, & Iqlima Azhar (2023), yang 

melakukan penelitian kuantitatif pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ka-

bupaten Deli Serdang, ditemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia 

(SDM), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP) secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang posi-

tif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD). Temuan ini mendukung konsistensi penerapan standar, didukung oleh 

SDM yang kompeten dan sistem pengendalian yang kuat, sebagai prasyarat pent-

ing dalam menghasilkan laporan yang berkualitas. Namun, hasil studi ini menun-

jukkan kontradiksi signifikan dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten 

Magelang.   

Menurut Sipayung (2021) “Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian 

independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan men-

gevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi”. Laporan keuangan 

daerah adalah suatu ringkasan dari suatu proses, pencatatan, suatu ringkasan dari 

transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan 

merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas 

pengelolahan dan publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Metode penelitian menggunakan 



30 
 

 
 

jenis kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian berpengaruh 

signifikan terhadap menjaga kualitas  laporan keuangan daerah. 

Selanjutnya, menurut David Efrata Tarigan, Subhilhar, & Husni Thamrin 

(2021), peran ganda Inspektorat ini sebagai "pengawas" dan juga "konsultan" 

yang proaktifurut diperkuat dalam penelitian deskriptif kualitatif mereka di Kabu-

paten Deli Serdang. Mereka menganalisis pelaksanaan peran dan fungsi audit in-

ternal oleh Inspektorat Daerah dan menemukan bahwa fungsi pengawasan dan 

audit internal telah berjalan dengan baik sesuai tugas dan kewenangannya, mes-

kipun mereka juga mencatat adanya beberapa kendala operasional dan non-teknis 

dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor serta 

sarana prasarana   

Menurut Ihsan, M.H. (2018) untuk mengetahui peranan Inspektorat Kota 

Prabumulih atas laporan keuangan pemerintahan daerah kota Prabumulih 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Inspektorat kota Prabumulih telah berperan penting dalam 

rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah kotaPrabu-

mulih yang di mana sebelumnya pemerintah daerah kota Prabumulih mendapat 

opini wajar dengan pengecualian pada tahun 2012 dan menjadi opini wajar tanpa 

pengecualian pada tahun 2013 dengan melakukan peningkatan kerja dalam hal 

pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi tindak lanjut. Begitu juga 

dengan pelaksanaan review atas laporan keuangan yang lakukan dan ditingkatkan 

lebih baik dalam pelaksanaannya serta peningkatan dalam hal pembinaan atau 

konsultasi kepada Allah dan satuan kerja perangkat dalam pemerintahan kota 

Prabumulih  
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 Menurut Fibriyanti S. Lakoro (2024), faktor internal auditor juga sangat 

penting, di mana kualitas audit Inspektorat dipengaruhi secara positif oleh kompe-

tensi auditor yang memadai dalam standar akuntansi pemerintah, pengalaman ker-

ja yang relevan, dan kondisi kerja yang memungkinkan auditor bekerja tanpa 

tekanan waktu yang berlebihan. Selain peran APIP secara langsung, terdapat 

penelitian terdahulu yang meneliti variabel-variabel struktural dan teknis yang 

memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.  

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Tamuntuan (2023) dengan 

metode kualitatif melalui observasi dan analisis data sekunder menekankan pent-

ingnya kompetensi auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keu-

angan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi audi-

tor yang baik dapat mendukung pelaksanaan audit internal, meskipun hambatan 

seperti keterbatasan waktu audit dan rendahnya pengetahuan auditee tetap me-

mengaruhi efektivitasnya. Hal ini menjadi rujukan penting bagi penelitian ini un-

tuk menilai peran Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kuali-

tas laporan keuangan. 

Menurut Siti Adira et al (2024) studi literatur mengenai peran Inspektorat 

Daerah menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal sangat berpengaruh da-

lam mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah. Penelitian ini menekankan bahwa efektivitas Sistem Pengen-

dalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi faktor kunci dalam keberhasilan audit 

internal. Temuan ini sejalan dengan penelitian ini yang menilai bagaimana peran 

Inspektorat memengaruhi kualitas laporan keuangan di Kabupaten Deli Serdang. 
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Kewo & Rufaedahra (2024) menggunakan metode kuantitatif untuk 

menganalisis pengaruh tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit internal ter-

hadap kualitas laporan keuangan di beberapa pemerintah kabupaten/kota di Sula-

wesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas audit internal ber-

pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga audit inter-

nal yang optimal dapat meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keu-

angan. 

Menurut Romarito (2023), evaluasi pelaksanaan audit internal pada In-

spektorat Kabupaten Sleman menggunakan metode kualitatif melalui wawancara 

dan dokumentasi menunjukkan bahwa pemenuhan standar audit internal 

pemerintah (SAIP) sudah cukup baik, sekitar 64,15%. Namun, penelitian ini 

menemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah personil, kemam-

puan auditor yang bervariasi, dan fasilitas pendukung yang belum memadai. 

Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan faktor-faktor yang 

memengaruhi efektivitas audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keu-

angan daerah  

Perbedaan hasil yang kontradiktif (terutama pada variabel Kompetensi 

SDM dan Pengendalian Internal/SPIP) ini menciptakan research gap yang jelas. 

Meskipun terdapat konsensus di antara studi kualitatif bahwa Inspektorat me-

mainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui 

fungsi audit, review, dan konsultasi (Maulana, 2020; Tarigan et al., 2021), inkon-

sistensi pada faktor pendukung kuantitatif menegaskan bahwa pengaruh variabel-

variabel tersebut mungkin bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh kondisi lokal, 

atau adanya variabel intervening/moderasi lain yang belum teridentifikasi. Inkon-
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sistensi ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut yang spesifik. Oleh kare-

na itu, penelitian saat ini menjadi relevan untuk menguji kembali, atau bahkan 

memverifikasi ulang, peran APIP (Inspektorat) dan faktor-faktor pendukungnya 

dalam konteks geografis dan waktu yang berbeda, guna memberikan kontribusi 

empiris yang lebih kokoh. 

Berikut ini tabel ringkasan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan Analisis Audit Internal dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintahan Daerah Sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO 
Nama Penelitian 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Metode  

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Eka Maulana 

(2020) 

“Peran In-

spektorat dalam 

Meningkatkan 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintah Dae-

rah Kabupaten 

Pinrang” 

 

Metode 

Kualitatif 

Deskriptif 

 

Hasl penelitian ini 

menunjukkan bahwa In-

spektorat berperan pent-

ing melalui pengawasan, 

reviu LKPD, peman-

tauan, evaluasi, serta 

pembinaan/konsultasi, 

yang berkontribusi pada 

Opini WTP. 

2 Kesuma Puja 

Lestari, Afrah 

“Faktor-Faktor 

yang 

Metode Re-

gresi Linear 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 
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Junita, & Iqlima 

Azhar (2023) 

 

Mempengaruhi 

Kualitas Informa-

si Laporan Keu-

angan Pemerintah 

Daerah (Studi pa-

da OPD Kabupat-

en Deli Serdang)” 

 

Berganda 

(Kuantitatif) 

 

kompetensi SDM, 

Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP), dan 

Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah 

(SPIP) secara parsial dan 

simultan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan. 

3 Sipayung, Y. 

A., & Morasa, J. 

(2021) 

“Evaluasi audit 

internal dalam 

meningkatkan 

kualitas laporan 

keuangan daerah 

(studi kasus pada 

inspektorat kota 

tomohon)” 

 

Metode  
pendekatan  
kualitatif 

Hasil penelitian menun-

jukkan ada pengaruh 

signifikan yang efektif 

dan efesien dalam men-

jaga kualitas laporan 

keuangan daerah dengan 

cara membandingkan 

badan  
keuangan daerah dengan  
laporan keuangan daerah  
konsolidasi. 

4 David Efrata 

Tarigan, Sub-

hilhar, & Husni 

Thamrin (2021) 

“Analisis Peran 

dan Fungsi Inter-

nal Audit In-

spektorat Kabu-

paten Deli Ser-

dang Terhadap 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah di Kabu-

paten Deliser-

dang” 

 

Metode 

Kualitatif 

Deskriptif 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Peran pengawasan me-

lalui audit internal In-

spektorat telah dil-

aksanakan dengan baik 

terhadap urusan 

pemerintahan daerah, 

meskipun ada kendala 

dalam pelaksanaannya. 

 

5 Ihsan,M.H. 

(2018) 

“Analisis Peranan 

Inspektorat se-

bagai Auditor In-

ternal Pemerintah 

dalam Mening-

katkan Kualitas 

Laporan Keu-

angan Pemerintah 

Daerah Kota 

Prabumulih” 

Penelitian 

deskriptif 

dengan pen-

dekatan 

kualitatif. 

Data di-

peroleh dari 

wawancara, 

observasi, 

dan doku-

mentasi. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan In-

spektorat Kota Prabumu-

lih berperan penting da-

lam meningkatkan kuali-

tas laporan keuangan, 

terbukti dari perubahan 

opini Pemerintah Daerah 

Kota Prabumulih dari 

WDP (2012) menjadi 

WTP (2013). Pening-

katan peran dilakukan 

melalui peningkatan ker-
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ja dalam hal pelaksanaan 

pengawasan pemerik-

saan, evaluasi tindak 

lanjut, peningkatan re-

view atas laporan keu-

angan, dan pem-

binaan/konsultasi kepa-

da audit. 

6 Fibriyanti S. 

Lakoro (2024) 

 

“Analisis Kualitas 

Audit Laporan 

Keuangan In-

spektorat Daerah 

Kabupaten 

Boalemo” 

 

Metode 

Kualitatif 

Deskriptif 

 

Kualitas audit di-

pengaruhi secara positif 

oleh kompetensi auditor, 

pengalaman kerja, dan 

tidak adanya tekanan 

waktu. 

7 Tamuntuan, 

Pangkey & Ko-

londam (2023) 

Kompetensi Au-

ditor Internal Da-

lam Meningkat-

kan Kualitas 

Laporan Keu-

angan Pemerintah 

Daerah (Studi di 

Kantor In-

spektorat Kota 

Manado) 

Metode 

Kualitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan Kompe-

tensi auditor internal 

relatif baik, namun ter-

dapat hambatan seperti 

keterbatasan waktu audit 

dan rendahnya penge-

tahuan auditee yang 

mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan. 

8 Adira, Saputri, 

Arnita & Mari-

ana (2023) 

Peran Inspektorat 

Daerah dalam 

Peningkatan 

Kualitas Pengel-

olaan Keuangan 

Pemerintah Dae-

rah 

Literatur 

Riview 

Hasil Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

peran Inspektorat sangat 

penting dalam fungsi 

pengawasan internal un-

tuk mencegah korupsi 

dan meningkatkan kuali-

tas pengelolaan keu-

angan daerah; efektivitas 

SPIP menjadi faktor 

kunci. 

9 Kewo & 

Rufaedah 

(2024) 

Pengaruh Penera-

pan Tata Kelola 

Pemerintahan dan 

Efektivitas Audit 

Internal Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan (Studi 

Pada Pemerintah 

Kabupaten dan 

Kota di Sulawesi 

Utara) 

Metode 

Kuantitatif 

Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa tata 

kelola pemerintahan dan 

efektivitas audit internal 

berpengaruh positif ter-

hadap kualitas laporan 

keuangan daerah. 
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10 Romarito C. S. 

(2023) 

Evaluasi Pelaksa-

naan Audit Inter-

nal pada In-

spektorat Kabu-

paten Sleman 

Metode 

Kualitatif 

Pemenuhan standar audit 

internal pemerintah 

(SAIP) oleh Inspektorat 

Kabupaten Sleman 

cukup baik (~64,15%), 

namun terdapat kendala 

seperti personil terbatas, 

kemampuan auditor, dan 

fasilitas yang belum 

memadai. 

 

2.3  Kerangka Berpikir Konseptual  

2.3.1  Inspektorat Kabupaten Deli Serdang 

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang adalah badan pengawas internal di 

tingkat pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pen-

erapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Sebagai auditor internal 

pemerintah daerah, Inspektorat bertugas untuk melakukan pengawasan, audit, 

evaluasi, dan pembinaan atas pelaksanaan berbagai aktivitas di seluruh perangkat 

daerah untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dae-

rah, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang memainkan peranan penting dalam 

mengevaluasi keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap standar 

akuntansi pemerintah, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui au-

dit internal yang bersifat objektif dan tidak berpihak, Inspektorat dapat mem-

berikan saran perbaikan terkait kelemahan yang dicatat sehingga dapat mendorong 

terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu laporan keuangan 

pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. 
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2.3.2  Audit Internal 

Audit internal dalam pemerintahan daerah merupakan mekanisme 

pengawasan yang dilaksanakan oleh unit internal pemerintahan (seperti In-

spektorat/APIP) untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pengel-

olaan keuangan publik. Sebagaimana disebutkan, “audit internal variabelnya ber-

pengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah” Wiwin Aryani et al (2024) Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa 

audit internal bersama sistem pengendalian intern berperan penting dalam 

mewujudkan tata kelola bersih: “fungsi audit internal yang lebih matang secara 

signifikan mengurangi korupsi dalam pemerintah daerah” Shidqi & Arfiansyah 

(2025).  Karena itu, dalam kerangka penelitian ini, audit internal dilihat sebagai 

variabel kunci yang menghubungkan fungsi pengawasan pemerintahan dengan 

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. 

2.3.3  Penjamin Mutu (Quality Assurance) 

Quality Assurance dalam konteks audit internal merupakan upaya sistema-

tis untuk memastikan semua aktivitas audit dilakukan sesuai dengan standar 

profesional, prosedur, dan prinsip etika yang ada. Fungsi ini memastikan bahwa 

hasil dari audit dapat diandalkan, relevan, dan berguna untuk meningkatkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Di Inspektorat Kabupaten Deli 

Serdang, quality assurance dilaksanakan melalui pengawasan, peninjauan hasil 

audit, serta penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan, agar mutu laporan dan 

saran yang diberikan tetap konsisten dan sesuai dengan standar Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 
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2.3.4  Pemberi Masukan (Consulting Assurance) 

Selain tugas pengawasan, auditor internal juga memiliki peran sebagai 

penasihat atau pemberi masukan bagi pemerintah daerah. Dengan melakukan 

kegiatan konsultasi, Inspektorat mendukung perangkat daerah dalam mengenali 

risiko, memperbaiki sistem pengendalian internal, serta meningkatkan ketaatan 

terhadap peraturan yang ada. Dalam konteks Kabupaten Deli Serdang, peran ini 

menguatkan kolaborasi antara auditor internal dan perangkat daerah untuk mem-

bangun pengelolaan keuangan yang lebih baik serta mendorong peningkatan 

kualitas laporan keuangan melalui saran dan pendampingan yang bersifat 

pencegahan. 

2.3.5  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Ser-

dang 

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari pros-

es pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) 

darientitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah  daerah  yang  dijadikan  

sebagai informasi  dalam  rangka  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  

entitasakuntansi  dan  pengembalian  keputusan  ekonomi  oleh  pihak-pihak  yang 

memerlukan Rasdianto (2013).  Di Kabupaten Deli Serdang, peningkatan kualitas 

laporan keuangan berhubungan erat dengan efektivitas peran Inspektorat sebagai 

auditor internal yang melaksanakan tugas jaminan dan konsultasi. Audit internal 

yang dilaksanakan dengan baik akan mengoreksi kesalahan penyajian, mening-

katkan keterbukaan, serta memperkuat tanggung jawab publik dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Dengan demikian, kerjasama antara fungsi pengawasan dan 

pembinaan dari Inspektorat memberikan kontribusi langsung kepada terciptanya 

laporan keuangan yang sahih dan dapat diandalkan.  
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Kerangka Berpikir Konseptual mengenai Analisis peran audit internal da-

lam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut : 
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Penjamin Mutu 

(Quality Assurance) 
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Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual 

 Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam 

Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Ser-

dang 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Menurut Ikhsan et al (2014), penelitian deskriptif kualitatif digunakan 

untuk menjelaskan fenomena sosial dan organisasi secara sistematis tanpa 

melakukan pengujian hipotesis statistik, melainkan dengan menekankan pada 

proses, peran, dan makna dari objek yang diteliti.  

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan 

untuk menggambarkan secara komprehensif peranan Inspektorat Kabupaten Deli 

Serdang sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan 
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pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pema-

haman yang mendalam mengenai proses, interaksi, dan mekanisme audit internal 

serta dampaknya terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan. 

3.2  Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel diperlukan agar setiap variabel dalam 

penelitian ini dapat diukur secara jelas dan konsisten. Menurut ikhsan et al (2014), 

definisi operasional bertujuan untuk membatasi makna variabel agar sesuai 

dengan konteks penelitian serta memudahkan peneliti 

 Dalam menyusun indikator pengukuran. Dengan demikian, definisi 

operasional membantu peneliti menetapkan indikator, parameter, serta batasan 

yang jelas terhadap variabel, agar proses pengumpulan data dapat berlangsung 

secara objektif dan konsisten. 
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3.2.1 Peranan Inspektorat  

Peranan inspektorat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan 

aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas audit, 

review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai amanat PP 

No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang 

Pedoman APIP. Adapun indikator dari peranan inspektorat adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 1 Indikator Peranan Inspektorat 

No Indikator Peranan Inspektorat Sumber Refrensi 

1 Pelaksanaan audit pengawasan internal Maulana (2020); Ihsan (2018); 

Tarigan et al. (2021); Situ-

morang (2021) 
2 Review laporan keuangan 

3 Pemantauan tindak lanjut hasil audit 

4 Pembinaan dan konsultasi 

5 Efektivitas rekomendasi audit 

 

3.2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini mengacu pada karakteris-

tik kualitatif laporan keuangan pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam SAP 

(PP No. 71 Tahun 2010). 

Menurut SAP, laporan keuangan yang baik harus memenuhi karakteristik, 

adapun indikator dari kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

No Indikator Peranan Inspektorat Sumber Refrensi 

1 Relavan PP 71/2010 (SAP); Lestari et al. 

(2023) 
2 Andal 

3 Dapat dipahami 

4 Dapat dibandingkan 
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3.3  Tempat dan waktu Penelitian 

3.3.1  Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, yang 

berlokasi di  Jl. Mawar No.6, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Su-

matera Utara. Lokasi ini dipilih karena Inspektorat merupakan lembaga strategis 

yang memiliki fungsi pengawasan, audit internal, dan pembinaan terhadap seluruh 

perangkat daerah. Dan juga dapat menggunakan melalui website 

https://inspektorat.deliserdangkab.go.id/ 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Tabel 3.3 

Tabel Jadwal Penelitian 

No 
Aktivitas 

Penelitian 

Juli 

2025 

Agustus 

2025 

September 

2025 

Oktober 

2025 

November 

2025 

Desember 

2025 

Januari 

2026 

Febuari 

2026 

Maret 

2026 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pengajuan 

Judul 

                                  

2 
Penyusunan 

Proposal 

                                  

3 
Bimbingan 

Proposal 

                                  

5 

Penyem-

purnaan 

Proposal 

                                 

6 
Pengumpulan 

Data 

                                 

7 

Pengolahan 

dan Analisis 

data 

                                 

8 
Penyusunan 

Tugas Akhir 

                                 

9 
Bimbingan 

Tugas Akhir 

                                 

10 
Sidang Meja 

Hijau 

                                 

11 

Penyem-

purnaan 

Tugas Akhir 

                                 

https://inspektorat.deliserdangkab.go.id/
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3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1  Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2019, hal. 126); Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di-

tarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh auditor pada 

Badan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, yaitu auditor yang bertugas 

melaksanakan audit, reviu, dan evaluasi. Berdasarkan informasi dari inspektorat, 

jumlah auditor yang bertugas pada unit audit umum adalah 36 auditor, sedangkan 

auditor yang berada pada bidang PPUPD merupakan bagian berbeda dan tidak 

semua terlibat langsung dalam reviu LKPD. 

Oleh karena itu, populasi penelitian hanya difokuskan pada 36 auditor 

yang relavan dengan fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan daerah. 

3.4.2  Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2019, hal. 128); Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah seluruh populasi karena jumlah populasi auditor yang relavan 

hanya 36 auditor, maka penelitian ini menggunakan teknik total sampling. 

Menurut Sugiyono (2019, hal. 128); teknik sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan sumber data dengan memper-

hatikan ciri-ciri dan penyebaran populasi. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Nonprobability Sampling dengan Sampling 

Jenuh, yaitu teknik pengambilan seluruh anggota populasi sebagai sampel karena 

jumlah populasinya relatif kecil. Menurut Sugiyono (2019:132) teknik sampling 



45 
 

 
 

jenuh adalah teknik yang digunakan berdasarkan semua populasi dijadi-

kan sampel. 

Adapun kriteria informan yang dijadikan sampel antara lain : 

1. Auditor internal yang aktif melakukan pemeriksaan laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

2. Pejabat di Inspektorat yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan 

hasil pemeriksaan. 

3. Pihak yang mengetahui atau berinteraksi langsung dengan proses audit. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan untuk memperoleh data 

yang valid dalam penelitian ini meliputi beberapa metode, yaitu:  

1. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen terkait laporan 

hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Deli 

Serdang dan Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan Pemkab Deli Ser-

dang.  Dokumentasi ini digunakan sebagai data sekunder untuk mendukung hasil 

wawancara dan observasi. 

2. Wawancara Konfirmasi 

Penulis menggunakan wawancara konfirmasi dengan pertanyaan yang 

telah disusun secara terstruktur kepada informan. Teknik ini bertujuan untuk 

mengonfirmasi data tentang peranan inspektorat sebagai auditor internal dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Jawaban informan diberikan 

menggunakan skala Likert 1–5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat set-

uju, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik deskriptif. Mes-
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kipun pertanyaan bersifat terarah, informan tetap diberi kesempatan untuk mem-

berikan penjelasan atau alasan tambahan guna memperjelas jawaban yang disam-

paikan. 

Untuk menilai jawaban responden mengenai setiap indikator dari variabel 

yang diteliti, penelitian ini menggunakan skala Likert dengan lima penilaian. Ska-

la Likert dipilih karena dapat menyajikan sikap, pendapat, dan pandangan re-

sponden dengan cara yang lebih sistematis dan terukur terkait fenomena yang di-

pelajari. 

Setiap pernyataan di kuesioner dilengkapi dengan lima pilihan jawaban, di 

mana skor 1 berarti sangat tidak setuju, skor 2 berarti tidak setuju, skor 3 berarti 

netral, skor 4 berarti setuju, dan skor 5 berarti sangat setuju. Skor-skor ini 

kemudian digunakan untuk menghitung nilai statistik deskriptif yang menjadi da-

sar analisis data dalam penelitian ini. 

Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata dari setiap indikator dan 

variabel yang diteliti, digunakan rumus rata-rata (mean) sebagai berikut 

(Sugiyono, 2019) : 

RS = (m-n)/k  

Dimana : 

RS = Rentang skala   N = Skor minimal 

M = Skor minimal              K = Jumlah kategori 

Berdasarkan skala likert 1-5, maka diperoleh : 

RS = (5-1)/5 = 0,80 

Dengan demikian, kategori penilaian jawaban responden dapat diklasifi-

kasikan sebagai berikut : 
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1,00-1,80 : Sangat tidak setuju  

1,81-2,60 : Tidak setuju  

2,61-3,40 : Netral  

3,41-4,20 : Setuju 

4,21-5,00 : Sangat setuju  

Hasil dari perhitungan rata-rata ini digunakan untuk mengetahui kecender-

ungan jawaban dari responden pada setiap variabel yang diteliti. Selanjutnya, nilai 

rata-rata yang didapat diinterpretasikan berdasarkan kecenderungan skala jawaban 

responden, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, untuk memberikan 

gambaran tentang keadaan setiap variabel yang dianalisis. 

 Adapun kisi-kisi wawancara konfirmasi yang ingin penulis ajukan dalam 

pengumpulan data : 

Tabel 3.4  

Kisi-kisi Pernyataan (wawancara konfirmasi) 

1. Daftar pernyataan 

Indikator Peranan Inspektorat 

No Indikator Pernyataan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1. 

Pelaksanaan 

audit 

pengawasan 

internal 

Auditor internal melaksanakan audit 

pengawasan internal atas penyusunan 

LKPD sesuai dengan standar audit 

pemerintah. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

2.  Auditor internal melaksanakan audit 

pengawasan secara independen dan ob-
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jektif dalam proses penyusunan LKPD. 

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

3. 

Reviu laporan 

keuangan 

Inspektorat melakukan reviu atas laporan 

keuangan sebelum LKPD disampaikan ke 

BPK. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

4. Reviu yang dilakukan inspektorat 

membantu OPD memperbaiki kesala-

han sebelum LKPD diaudit oleh BPK. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

5. 

Pemantauan 

tindak lanjut 

hasil audit 

Inspektorat melakukan pemantauan ter-

hadap tindak lanjut rekomendasi hasil au-

dit yang telah diberikan kepada OPD. 

     

 

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

6. OPD menindaklanjuti rekomendasi 

hasil audit inspektorat sesuai dengan 

batas waktu yang ditetapkan 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

7. 

Pembinaan dan 

konsultasi 

Inspektorat memberikan pembinaan dan 

konsultasi kepada OPD dalam penyusunan 

dan penyajian LKPD. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

8. Pembinaan dan konsultasi yang diberi-

kan inspektorat membantu OPD me-

mahami standar penyusunan LKPD. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 
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9. 

Efektivitas 

rekomendasi 

audit 

Rekomendasi audit Inspektorat efektif da-

lam memperbaiki kelemahan penyusunan 

laporan keuangan daerah. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

10. Rekomendasi audit inspektorat men-

dorong peningkatan kepatuhan OPD 

terhadap standar akuntansi pemerinta-

han. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

 

2. Dafar Pernyataan 

Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

No Indikator Pernyataan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1. 

Relavan 

Informasi yang disajikan dalam LKPD telah 

relavan dan bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

2. LKPD menyajikan informasi keuangan 

yang sesuai dengan kebutuhan pengguna 

laporan. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

3, 

Andal 

LKPD disusun secara andal dan bebas dari 

kesalahan material. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

4. Data dan informasi dalam LKPD 

didukung oleh bukti yang memadai dan 
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dapat dipercaya. 

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

5. 

Dapat dipa-

hami 

Informasi dalam LKPD mudah dipahami 

oleh pengguna laporan keuangan. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

6. Penyajian LKPD menggunakan istilah 

dan format yang mudah dipahami oleh 

pengguna laporan keuangan. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

7. 

Dapat 

dibandingkan 

LKPD dapat dibandingkan antarperiode un-

tuk menilai kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

8. Kebijakan akuntansi yang digunakan da-

lam LKPD konsisten antarperiode. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

3.6.1  Statistik Deskriptif 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuali-

tatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis fenomena peran In-

spektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang secara sistematis, faktual, dan akurat. 

Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis data yang dilakukan dengan cara 
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mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan melalui rata-

rata (Mean), Maksimum, Minimum, dan Standar deviasi selama periode pengama-

tan.  

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :  

1. Megumpulkan data yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. 

2. Menganalisis peranan Inspektorat untuk menjalankan fungsi dalam mening-

katkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Deli Ser-

dang. 

3. Menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Deli 

serdang dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang yang 

melibatkan auditor internal sebagai responden. Gambaran umum responden 

disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik responden yang 

meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, dan jabatan. Karakteristik ini 

penting untuk mengetahui latar belakang responden yang berperan dalam mem-

berikan penilaian terhadap peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

A. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1, komposisi responden berdasarkan jenis kelamin 

menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih dominan dibandingkan responden 

perempuan. Hal ini mencerminkan kondisi umum struktur pegawai pada unit 

pengawasan internal yang sebagian besar diisi oleh pegawai laki-laki, khususnya 

pada jabatan auditor. 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-Laki 24 66,7% 

2 Perempuan 12 33,3% 

Total 36 100% 
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B. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.2 

No Pendidikan Terakhir Total Persentase 

1 SMA/SMK - - 

2 D3/D4 - - 

3 S1 14 38,9% 

4 S2 22 61,1% 

Total 36 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki tingkat pendidikan terakhir Stara Satu (S1), diikuti oleh responden 

dengan pendidikan Stara Dua (S2). Kondisi ini menunjukkan bahwa respond-

en memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan relavan pada bi-

dang pengawasan serta pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Tingkat pendidikan yang dimiliki responden diharapkan dapat mendukung 

pemahaman terhadap standar dan proses audit yang dilaksanakan inspektorat. 

C. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 

Tabel 4.3 

No Jabatan Total Persentase 

1 Auditor ahli pertama 8 22,2% 

2 Auditor ahli muda 16 44,4% 

3 Auditor ahli madya 11 30,6% 

4 Inspektur pembantu 3 1 2,8% 

Total 36 100% 
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Berdasarkan tabel 4.3, responden penelitian memiliki jabatan yang be-

ragam, keberagaman jabatan ini mencerminkan variasi tingkat pengalaman dan 

tanggung jawab responden dalam pelaksanaan audit dan pengawasan internal. 

Dengan adanya responden dari berbagai jenjang jabatan auditor, data yang di-

peroleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif 

mengenai peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

4.1.2 Deskripsi Instrumen Penelitian 

Instrumen yang diterapkan pada penelitian ini adalah kuesioner yang dibu-

at dengan cara terstuktur (wawancara konfirmasi). Kuesioner ini mencakup 18 

pernyataan, yang dibagi menjadi dua variabel penelitian, yaitu variabel Peranan 

Inspektorat sebagai auditor internal dan variabel Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD). Pengukuran jawaban responden menggunakan skala 

likert dengan nilai bobot sebagai berikut : (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak set-

uju, (3) Netral, (4) setuju, dan (5) Sangat setuju. 

Selain jawaban tertutup, kuesioner juga dilengkapi dengan kolom penjela-

san tambahan yang bersifat opsional untuk memberikan kesempatan kepada re-

sponden dalam menjelaskan alasan atas jawaban yang diberikan. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mem-

berikan gambaran umum mengenai data hasil pengisian kuesioner oleh responden. 

Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik data penelitian 
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tanpa melakukan pengujian hipotesis, sehingga dapat diketahui kecenderungan 

jawaban responden terhadap setiap variabel yang diteliti. 

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 

sampai dengan 5, dimana skor terendah menunjukkan penilaian paling negatif dan 

skor tertinggi menunjukkan penilaian paling positif. Untuk menginterpretasikan 

hasil jawaban responden, digunakan rentang skala (RS) yang dihitung dengan ru-

mus sebagai berikut (Sugiyono, 2019): 

 

RS = (m-n)/k  

Dimana : 

RS = Rentang skala   N = Skor minimal 

M = Skor minimal              K = Jumlah kategori 

Berdasarkan skala likert 1-5, maka diperoleh : 

RS = (5-1)/5 = 0,80 

Dengan demikian, kategori penilaian jawaban responden dapat diklasifi-

kasikan sebagai berikut : 

1,00-1,80 : Sangat tidak setuju  

1,81-2,60 : Tidak setuju  

2,61-3,40 : Netral  

3,41-4,20 : Setuju  

4,21-5,00 : Sangat setuju  

Selanjutnya, dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif meliputi nilai 

rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Nilai rata-
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rata digunakan untuk memahami kecenderungan umum dari penilaian yang 

diberikan oleh responden terhadap setiap variabel. Nilai minimum dan maksimum 

menunjukkan rentang skor yang diberikan oleh responden, sementara standar de-

viasi berfungsi untuk memperlihatkan sejauh mana variasi atau sebaran jawaban 

responden sepanjang periode pengamatan. 

Selain memilih skala jawaban, para responden juga diberikan kolom tam-

bahan untuk menuliskan tanggapan atau komentar. Tanggapan ini dipakai sebagai 

data pelengkap untuk mendukung hasil analisis serta memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam tentang situasi yang terjadi di lapangan. 

4.2.2 Peranan Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang 

Bagian ini menjelaskan mengenai penelitian terhadap peranan Inspektorat 

sebagai auditor internal berdasarkan hasil dari para responden. Penelitian ini dil-

akukan untuk menilai sejauh mana Inspektorat telah melaksanakan tugasnya da-

lam aspek pengawasan, pembinaan, serta evaluasi terhadap penerapan tata kelola 

di dalam pemerintah daerah. Informasi yang digunakan merupakan hasil dari 

kuesioner yang diisi oleh responden sesuai dengan kriteria peranan Inspektorat 

sebagai auditor internal. 

Tabel 4.4 

Jawaban Responden Pada Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal 

Skala 
STS TS N S SS 

N Total 
Rata-

rata F FxS F FxS F FxS F FxS F FxS 

X.1 1 1 0 0 0 0 17 68 18 90 36 158 4,38 

X.2 1 1 0 0 0 0 17 68 18 90 36 158 4,38 

X.3 0 0 0 0 0 0 17 68 19 95 36 163 4,52 
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X.4 0 0 2 4 4 12 13 52 17 85 36 153 4,25 

X.5 0 0 0 0 0 0 15 60 21 105 36 165 4,58 

X.6 0 0 0 0 3 9 21 84 12 60 36 153 4,25 

X.7 0 0 0 0 0 0 22 88 14 70 36 158 4,38 

X.8 0 0 0 0 0 0 24 96 12 60 36 156 4,33 

X.9 0 0 1 2 5 15 16 64 14 70 36 151 4,19 

X.10 0 0 0 0 0 0 23 92 13 65 36 157 4,36 

Rata-rata Total 4,41 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan nilai rata-rata total 

sebesar 4,41 untuk peranan inspektorat sebagai auditor internal berada pada inter-

val 4,21-5,00 yang termasuk dalam kategori sangat baik, nilai tersebut menunjuk-

kan bahwa nilai responden cenderung memberikan jawaban pada skala setuju 

hingga sangat setuju berdasarkan rentang skala penilaian Likert 1-5. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara umum responden menilai Inspektorat telah menjalan-

kan perannya secara optimal sebagai auditor internal khususnya dalam fungsi 

pengawasan, reviu, pemantauan tindak lanjut hasil audit, serta pembinaan ter-

hadap penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah.  

Tabel 4.5 

Tanggapan Tambahan Responden terkait Peranan Inspektorat 

Pernyataan Singkat Skala Tanggapan Responden 

Pelaksanaan audit pengawasan 

internal berdasarkan dengan 

standar audit pemerintah 

1 
Belum sepenuhnya sesuai dengan 

standart yang berlaku 

Pelaksanaan audit pengawasan 

secara independen dan objektif  
1 Kadang masih kurang objektif 

Reviu Inspektorat membantu 2 Masih belum maksimal 
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OPD dalam memperbaiki 

kesalahan 

OPD menindak lanjuti rekomen-

dasi Inspektorat sesuai batas 

waktu yang ditentukan 

3 

Sebagian besar sudah ditindak 

lanjuti namun masih ada yang be-

lum sepenuhnya sesuai batas waktu 

LKPD disusun secara andal dan 

bebas kesalahan material 
3 

Masih terdapat beberapa yang perlu 

diperhatikan 

 

Berdasarkan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh responden, 

terdapat sebagian kecil dari responden yang menunjukkan pendapat tidak setuju 

serta netral terhadap beberapa pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan au-

dit pengawasan internal oleh Inspektorat. Salah satu tanggapan yang muncul 

berkaitan dengan pernyataan tentang pelaksanaan audit pengawasan internal yang 

dilakukan sesuai standar audit pemerintah. Responden menyampaikan bahwa 

pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya mengikuti standar yang berlaku. Ini 

menunjukkan bahwa meskipun secara umum audit telah dilaksanakan, masih ada 

beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar lebih konsisten dengan ketentuan dan 

pedoman audit yang telah ditentukan. 

Selain itu, dalam pernyataan mengenai pelaksanaan audit pengawasan 

yang dilakukan dengan cara yang independen dan objektif, ada responden yang 

memberikan penilaian negatif dengan tanggapan bahwa pelaksanaan audit terka-

dang masih kurang objektif. Tanggapan ini menunjukkan adanya pandangan bah-

wa independensi dan objektivitas auditor internal belum sepenuhnya dirasakan 

oleh semua OPD. Situasi ini bisa dipengaruhi oleh kedekatan hubungan kerja an-

tara auditor dan auditee, kekurangan sumber daya, atau tekanan yang muncul 

selama proses audit. 
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Temuan ini juga diperkuat oleh adanya responden yang memberikan 

penilaian netral dan tidak setuju serta menyatakan bahwa beberapa aspek dalam 

pelaksanaan reviu laporan keuangan belum sepenuhnya efektif. Responden 

menilai bahwa masih ada kebutuhan untuk perbaikan, terutama dalam hal kon-

sistensi pelaksanaan peninjauan dan dukungan teknis kepada OPD. Ini menunjuk-

kan bahwa meskipun Inspektorat telah melaksanakan tugasnya dengan baik secara 

umum, efektivitas pelaksanaan peninjauan dan bantuan teknis masih perlu di-

perkuat agar fungsi pengawasan dapat beroperasi dengan lebih baik dan merata. 

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sipayung & 

Morasa (2021) yang menyatakan bahwa audit internal berperan signifikan dalam 

menjaga kualitas laporan keuangan daerah, namun efektivitasnya masih 

menghadapi hambatan dalam pelaksanaan di lapangan, terutama terkait konsisten-

si dan independensi audit. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan audit internal 

tidak hanya ditentukan oleh adanya prosedur dan standar, tetapi juga oleh kualitas 

implementasi dan profesionalisme auditor. 

Selain itu, penelitian Tarigan et al  (2021) juga mengungkapkan bahwa 

meskipun peran pengawasan internal oleh Inspektorat telah dilaksanakan dengan 

baik, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang mempengaruhi optimal-

isasi fungsi audit internal. Kendala tersebut mencakup keterbatasan dalam pen-

dampingan teknis serta belum optimalnya penerapan standar audit internal 

pemerintah secara konsisten. 

Penelitian Tamuntuan et al (2023) dan Romarito (2023) juga menegaskan 

bahwa keterbatasan kompetensi, independensi auditor, serta keterbatasan waktu 

dan sumber daya dapat mempengaruhi objektivitas dan kualitas audit internal. 
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Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa 

tantangan utama dalam pelaksanaan audit internal tidak terletak pada sistem yang 

ada, melainkan pada aspek pelaksanaan dan penguatan kapasitas auditor internal. 

Berdasarkan hasil dan keterkaitannya dengan penelitian sebelumnya, In-

spektorat diharapkan untuk terus meningkatkan kesesuaian pelaksanaan audit 

pengawasan internal dengan standar audit yang berlaku di pemerintahan melalui 

peningkatan pemahaman auditor terhadap standar dan regulasi yang ada. Pening-

katan kualitas audit juga membutuhkan dukungan dari penguatan independensi 

dan objektivitas auditor internal sehingga hasil audit dapat diterima dengan lebih 

objektif oleh seluruh OPD. 

Sejalan dengan penelitian Ihsan (2018) dan Eka Maulana (2020), In-

spektorat diharapkan dapat memperkuat perannya tidak hanya sebagai pengawas, 

tetapi juga sebagai pendamping teknis yang konsisten bagi OPD. Peningkatan in-

tensitas reviu, penyediaan bimbingan teknis yang berkelanjutan, serta standarisasi 

prosedur reviu laporan keuangan diharapkan mampu meningkatkan konsistensi 

pelaksanaan audit dan kualitas laporan keuangan secara menyeluruh. 

Dengan penguatan peran tersebut, Inspektorat diharapkan dapat menjamin 

bahwa kualitas laporan keuangan yang sudah berada pada kategori sangat baik 

terus ditingkatkan secara konsisten dan merata di semua Organisasi Perangkat 

Daerah, sehingga tujuan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dapat di-

capai dengan maksimal. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi Inspektorat sebagai 

auditor internal telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang posi-

tif dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli 
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Serdang, tetapi peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan reviu dan dukungan 

teknis kepada OPD masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit 

internal kedepannya. 

4.2.3 Faktor Penghambat Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas 

Laporan Pemerintah kabupaten Deli Serdang  

Bagian ini membahas hasil penelitian faktor penghambat Inspektorat da-

lam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk 

menggambarkan seberapa baik penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

pemerintah daerah telah memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan.  

Tabel 4.6 

Jawaban Responden Pada Faktor Penghambat Inspektorat Dalam Mening-

katkan Kualitas Laporan Keuangan  

Skala 
STS TS N S SS 

N Total 
Rata-

rata F FxS F FxS F FxS F FxS F FxS 

Y.1 0 0 0 0 0 0 22 88 14 70 36 158 4,38 

Y.2 0 0 0 0 1 3 23 92 12 60 36 152 4,22 

Y.3 0 0 0 0 4 12 22 88 10 50 36 150 4,16 

Y.4 0 0 0 0 0 0 23 92 13 65 36 157 4,36 

Y.5 0 0 0 0 1 3 24 96 11 55 36 154 4,27 

Y.6 0 0 0 0 0 0 23 92 13 65 36 157 4,36 

Y.7 0 0 0 0 1 3 23 92 12 60 36 155 4,30 

Y.8 0 0 0 0 1 3 25 100 10 50 36 153 4,25 

Rata-rata Total 4,28 

Berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan nilai rata-rata total 

sebesar 4,28 yang berada pada interval 4,21-5,00 dan termasuk dalam kategori 

setuju/sangat baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai responden cenderung 
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memberikan jawaban pada skala setuju hingga sangat setuju. Secara kuantitatif, 

hasil ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 

Deli Serdang telah dinilai baik oleh responden. Namun demikian, hasil penguku-

ran tersebut tidak serta-merta meniadakan adanya hambatan dalam pelaksanaan 

peran Inspektorat sebagai auditor internal, justru terlihat jelas melalui analisis ja-

waban netral dan tanggapan tambahan responden. 

Tabel 4.7 

Tanggapan Tambahan Responden terkait Faktor Penghambat 

Pernyataan Singkat Skala Tanggapan Responden 

Konsistensi kebijakan akuntansi 3 

Sebagian besar konsisten namun 

masih ada penyesuaian pada be-

berapa periode  

Keterbandingan LKPD antarper-

iode 
3 

Bisa dibandingkan tapi masih ada 

yang berbeda tiap tahunnya 

 

Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

konsisten kebijakan akuntansi antarperiode serta perbandingan laporan keuangan 

antarperiode. Beberapa responden memberikan tanggapan netral terhadap pertan-

yaan tentang konsistenkebijakan akuntansi, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut 

sebenarnya sudah dilaksanakan, namun masih mengalami perubahan pada periode 

tertentu. Situasi yang sama juga terlihat dalam hal kemampuan membandingkan 

laporan keuangan, di mana responden mengungkapkan bahwa laporan keuangan 

dapat dibandingkan, tetapi terdapat perbedaan antarperiode yang mungkin menyu-

litkan dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah.  
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Temuan ini mengindikasikan bahwa hambatan yang dihadapi bukanlah 

bersifat struktural, tetapi lebih kepada masalah pelaksanaan dan konsistensi dalam 

penerapan kebijakan. 

Hambatan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dinamika 

perubahan regulasi, penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi yang diterapkan 

pemerintah, serta perbedaan dalam pemahaman dan persiapan masing-masing 

OPD dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Selain itu, keterbatasan intensitas 

dalam pendampingan dan tinjauan yang dilakukan oleh Inspektorat juga ber-

kontribusi pada ketidakseragaman dalam penerapan kebijakan akuntansi. Dalam 

praktiknya, kondisi ini menyebabkan laporan keuangan secara umum telah me-

menuhi standar, tetapi masih belum sepenuhnya stabil dan konsisten di antara 

periode yang berbeda. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mahfuz & Hanum (2023) yang menya-

takan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi 

oleh konsistensi penerapan sistem informasi akuntansi dan kinerja aparatur. Selain 

itu, penelitian oleh Sari & Putra (2021) menegaskan bahwa perubahan kebijakan 

akuntansi dan lemahnya pengawasan internal pada tahap implementasi dapat men-

jadi faktor penghambat dalam menjaga keterbandingan laporan keuangan 

antarperiode.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam meningkat-

kan  kualitas laporan keuangan tidak disebabkan oleh tidak adanya sistem atau 

kebijakan, tetapi pada konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi dan ke-

mampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu. Situasi 
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ini menunjukkan bahwa isu yang dihadapi bersifat praktis dan memerlukan pen-

guatan pada tahap pelaksanaan serta pengawasan internal. 

Sejalan dengan penelitian Kesuma Puja Lestari et al (2023), kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh konsistensi penera-

pan Standar Akuntansi Pemerintah, kompetensi aparatur, serta efektivitas pengen-

dalian internal. Oleh karena itu, Inspektorat disarankan untuk berperan lebih aktif 

dalam memastikan bahwa setiap OPD memiliki pemahaman yang seragam ter-

hadap kebijakan akuntansi yang diterapkan, khususnya ketika terjadi perubahan 

regulasi atau kebijakan baru. 

Selain itu, penelitian Tamuntuan et al (2023) dan Romarito (2023) mene-

gaskan bahwa keterbatasan pendampingan dan perbedaan tingkat pemahaman au-

ditee dapat menjadi faktor penghambat dalam menjaga konsistensi laporan keu-

angan. Berdasarkan temuan tersebut, Inspektorat diharapkan tidak hanya ber-

fungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping teknis yang konsisten 

bagi OPD melalui peningkatan intensitas reviu, bimbingan teknis, serta penyusu-

nan pedoman penerapan kebijakan akuntansi yang lebih terstandarisasi. 

Lebih lanjut, hasil penelitian Adira et al (2023) dan Kewo & Rufaedah 

(2024) menunjukkan bahwa efektivitas audit internal dan tata kelola pemerintahan 

yang baik memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh 

karena itu, penguatan koordinasi antar OPD serta peningkatan peran Inspektorat 

dalam mendorong tata kelola yang konsisten dan terintegrasi menjadi langkah 

penting untuk mengatasi hambatan yang ada. 

Dengan memperkuat fungsi pendampingan, standarisasi kebijakan, serta 

koordinasi lintas OPD, diharapkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabu-
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paten Deli Serdang tidak hanya baik secara kuantitatif, tetapi juga konsisten dan 

dapat diperbandingkan secara berkelanjutan antarperiode. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

secara umum, peranan Inspektorat sebagai auditor internal telah berjalan efektif 

dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan 

Kabupaten Deli Serdang. Ini terlihat dari sebagian besar responden yang mem-

berikan penilaian setuju dan sangat setuju terhadap indikator-indikator peran In-

spektorat serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Namun, hasil 

penelitian juga mencatat adanya beberapa kendala yang perlu diperhatikan, teru-

tama terkait dengan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi dan perbandingan 

laporan keuangan antar periode. 

Tanggapan responden yang netral serta beberapa catatan tambahan menun-

jukkan bahwa meskipun kualitas laporan keuangan sudah dalam kategori baik, 

pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya konsisten dan berkelanjutan. Hal 

ini menunjukkan perlunya penguatan dalam fungsi pengawasan, peninjauan, serta 

dukungan teknis dari Inspektorat agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan 

dengan lebih seragam dan terkoordinasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD). 

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang men-

dalam mengenai kondisi aktual Inspektorat dan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah, sekaligus menjadi dasar untuk menyusun kesimpulan dan sa-

ran yang ada di Bab V.  Bab selanjutnya akan fokus pada penarikan kesimpulan 

penting dari hasil penelitian serta penyampaian saran yang diharapkan dapat 



66 
 

 
 

memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan peran Inspektorat dan mutu 

laporan keuangan Kabupaten Deli Serdang di masa depan. 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa peranan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sebagai auditor internal da-

lam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah termasuk kategori 

sangat baik. Ini terlihat dari banyaknya tanggapan setuju dan sangat setuju ter-

hadap semua indikator penelitian yang menunjukkan pelaksanaan fungsi audit, 

reviu laporan keuangan, serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dan pembinaan 

serta konsultasi yang berjalan dengan baik. 

Namun, hasil penelitian juga mengindikasikan adanya perbedaan jawaban 

dari responden pada beberapa indikator tertentu, terutama terkait dengan peman-

tauan tindak lanjut rekomendasi audit, perencanaan audit, ketepatan waktu dalam 

menyampaikan hasil audit, serta pembinaan dan konsultasi kepada OPD. Perbe-

daan ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan peran Inspektorat te-

lah berjalan dengan baik, masih ada aspek yang perlu diperbaiki untuk mening-

katkan efektivitas pengawasan internal serta mendukung peningkatan kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebe-

lumnya, penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat mem-

berikan nilai tambah, baik dalam praktik maupun akademis. 

1. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemeriksaan dan pengel-

olaan laporan keuangan pemerintah daerah tergolong sangat baik, auditor in-

ternal disarankan untuk terus meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan 

prosedur pemeriksaan. Hal ini penting agar temuan dan catatan dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat terus berkurang, terutama pada beberapa 

aspek yang masih menunjukkan tanggapan netral atau tidak setuju dari re-

sponden. 

2. Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dianjurkan untuk memperkuat 

pengawasan internal dengan meningkatkan kemampuan auditor, melalui 

pelatihan teknis, pemahaman terbaru tentang regulasi, dan pendalaman audit 

yang berfokus pada risiko. Dengan upaya ini, diharapkan kualitas pemerik-

saan dapat terus meningkat dan menghindari terulangnya kelemahan yang 

sama di masa depan. 

3. Tanggapan tambahan dari responden menunjukkan masih ada potensi perbai-

kan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan dan konsistensi dalam 

melaksanakan prosedur. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi internal secara 

rutin terhadap proses audit, termasuk dokumentasi dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan, agar pelaksanaan audit tidak sekadar formalitas, melainkan juga 

efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. 
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4. Bagi peneliti di masa mendatang, disarankan untuk menerapkan metode ana-

lisis yang lebih mendalam, seperti analisis inferensial atau pengujian hub-

ungan antar variabel, serta memperluas jumlah dan karakteristik responden. 

Dengan cara ini, hasil penelitian mendatang diharapkan bisa memberikan 

gambaran yang lebih menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang me-

mengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan lebih rinci. 

Dengan demikian, diharapkan temuan penelitian ini tidak hanya menjadi 

landasan evaluasi bagi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, tetapi juga dapat di-

jadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pemeriksaan dan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah secara 

berkelanjutan. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil peelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebe-

lumnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan yang per-

lu diperhatikan saat menginterpretasikan hasil penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui kuesioner 

dengan skala Likert, sehingga hasilnya sangat bergantung pada pandangan 

subjektif responden. Meskipun responden adalah auditor internal yang 

mengerti tentang proses audit dan penyusunan laporan keuangan, perbedaan 

dalam pengalaman, tingkat pemahaman, serta perspektif masing-masing re-

sponden bisa memengaruhi jawaban yang mereka berikan. 

2. Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa hampir semua responden mem-

berikan jawaban setuju dan sangat setuju pada hampir semua pernyataan. Hal 

ini dapat menciptakan kecenderungan bias positif, di mana responden lebih 
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cenderung memberikan penilaian yang baik terhadap kondisi organisasi tem-

pat mereka bekerja. Akibatnya, variasi dalam jawaban menjadi cukup terbatas 

dan bisa memengaruhi kedalaman analisis terhadap masalah yang diteliti. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan analisis statistik deskriptif yang mencakup 

nilai minimum, maksimum, mean, dan deviasi standar. Teknik analisis ini 

tidak bisa menjelaskan hubungan sebab akibat atau pengaruh antar variabel 

dengan mendalam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih berfokus pada 

gambaran kondisi yang dirasakan oleh responden, bukan pada pengujian 

hipotesis secara inferensial. 

4. Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup auditor internal di Inspektorat 

Kabupaten Deli Serdang, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke 

inspektorat lain atau ke lembaga pemeriksa eksternal. Perbedaan karakteristik 

organisasi, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan internal di setiap 

masing-masing daerah dapat menghasilkan hasil penelitian yang bervariasi. 

5. Penelitian ini tidak secara langsung mengamati faktor-faktor eksternal yang 

dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti 

tingkat kepatuhan dari OPD, peraturan yang berubah, serta tekanan waktu da-

lam penyusunan laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut mungkin dapat 

memengaruhi kualitas LKPD, tetapi tidak termasuk dalam ruang lingkup 

penelitian ini. 
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1. Lampiran Dokumentasi 

Dokumentasi kegiatan penyerahan tautan kuesioner penelitian kepada 

Auditor di kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari proses 

pengumpulan data penelitian, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026.  
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2. Lampiran Kuesioner Penelitian 

Yth Bapak/Ibu Responden 

Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi program 

Stara Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Saya : 

Nama    : Nurul Fadhillah Nasution 

NPM   : 2205170222 

Prodi/Semester : Akuntansi / 8 

Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis 

Bermaksud melakukan penelitian untuk penyusunan tugas akhir yang ber-

judul “Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan 

Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupat-

en Deli Serdang“ untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu un-

tuk menjadi responden saya. 

Kepada Bapak/Ibu terimakasih saya ucapkan atas kesediaan dalam men-

gisi kuesioner ini, seluruh jawaban dan informasi yang Bapak/Ibu berikan akan 

saya jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. 

 

                                                                                     Hormat Saya 

 

 

Nurul Fadhillah Nasution 

                                                                                       2205170222 
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A. Petunjuk Pengisian  

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban atas pernyataan yang paling 

sesuai dengan kondisi dan pengalaman Bapak/Ibu selama menjalankan tugas,  

dengan memilih salah satu skala penilaian tersedia. 

skala penilaian yang digunakan sebagai berikut: 

1. STS        : SANGAT TIDAK SETUJU 

2. TS          : TIDAK SETUJU 

3. N            : NETRAL 

4. S             : SETUJU 

5. SS           : SANGAT SETUJU 

Selain memilih skala jawaban, Bapak/Ibu juga dapat memberikan pen-

jelasan atau alasan tambahan pada kolom yang disediakan (opsional) untuk 

memperjelas jawaban yang diberikan. Penjelasan ini digunakan sebagai data 

pendukung dalam penelitian. 

B. Informasi Responden 

Sebelum menjawab pernyataan pada kuesioner, dimohon agar Bapak/Ibu 

untuk mengisi data berikut : 

Nama Lengkap  : 

Jenis Kelamin  : 

Usia   : 

Pendidikan Terakhir : 

Jabatan  :  
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3. Daftar pernyataan 

Indikator Peranan Inspektorat 

No Indikator Pernyataan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1. 

Pelaksanaan 

audit 

pengawasan 

internal 

Auditor internal melaksanakan audit 

pengawasan internal atas penyusunan 

LKPD sesuai dengan standar audit 

pemerintah. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

2.  Auditor internal melaksanakan audit 

pengawasan secara independen dan ob-

jektif dalam proses penyusunan LKPD. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

3. 

Reviu laporan 

keuangan 

Inspektorat melakukan reviu atas laporan 

keuangan sebelum LKPD disampaikan ke 

BPK. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

4. Reviu yang dilakukan inspektorat 

membantu OPD memperbaiki kesala-

han sebelum LKPD diaudit oleh BPK. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

5. 

Pemantauan 

tindak lanjut 

hasil audit 

Inspektorat melakukan pemantauan ter-

hadap tindak lanjut rekomendasi hasil au-

dit yang telah diberikan kepada OPD. 

     

 

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

6. OPD menindaklanjuti rekomendasi 

hasil audit inspektorat sesuai dengan 

batas waktu yang ditetapkan 

     



81 
 

 
 

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

7. 

Pembinaan dan 

konsultasi 

Inspektorat memberikan pembinaan dan 

konsultasi kepada OPD dalam penyusunan 

dan penyajian LKPD. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

8. Pembinaan dan konsultasi yang diberi-

kan inspektorat membantu OPD me-

mahami standar penyusunan LKPD. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

9. 

Efektivitas 

rekomendasi 

audit 

Rekomendasi audit Inspektorat efektif da-

lam memperbaiki kelemahan penyusunan 

laporan keuangan daerah. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

10. Rekomendasi audit inspektorat men-

dorong peningkatan kepatuhan OPD 

terhadap standar akuntansi pemerinta-

han. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

 

4. Dafar Pernyataan 

Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

No Indikator Pernyataan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1. 

Relavan 

Informasi yang disajikan dalam LKPD telah 

relavan dan bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas  
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jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

2. LKPD menyajikan informasi keuangan 

yang sesuai dengan kebutuhan pengguna 

laporan. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

3, 

Andal 

LKPD disusun secara andal dan bebas dari 

kesalahan material. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

4. Data dan informasi dalam LKPD 

didukung oleh bukti yang memadai dan 

dapat dipercaya. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

5. 

Dapat dipa-

hami 

Informasi dalam LKPD mudah dipahami 

oleh pengguna laporan keuangan. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

6. Penyajian LKPD menggunakan istilah 

dan format yang mudah dipahami oleh 

pengguna laporan keuangan. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

7. 

Dapat 

dibandingkan 

LKPD dapat dibandingkan antarperiode un-

tuk menilai kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

     

 Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-

lumnya. (opsional) 

 

8. Kebijakan akuntansi yang digunakan da-

lam LKPD konsisten antarperiode. 

     

  Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas 

jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
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lumnya. (opsional) 
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3. Lampiran Rekapitulasi Hasil Kuesioner Responden 

 

 

 

 

 

No Pendidikan Terakhir Total Persentase 

1 SMA/SMK - - 

2 D3/D4 - - 

3 S1 14 38,9% 

4 S2 22 61,1% 

Total 36 100% 

 

No Jabatan Total Persentase 

1 Auditor ahli pertama 8 22,2% 

2 Auditor ahli muda 16 44,4% 

3 Auditor ahli madya 11 30,6% 

4 Inspektur pembantu 3 1 2,8% 

Total 36 100% 

 

 

 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-Laki 24 66,7% 

2 Perempuan 12 33,3% 

Total 36 100% 
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